
WALIKOTA MOJOKERTO 
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 38 TAHUN 2009 

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN 
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

TAHUN 2010 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan, serta efektifitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai 
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, maka 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

6. Undang-Undang Nonior 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400) ; 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 
4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 
3176); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran 
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3955) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3956); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3957); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 



Menetapkan 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ; 

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 

17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 
2006; 

18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 
Pemerintah dengan Sadan Usaha dalam penyediaan lnfrastruktur; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 

20. PeraturanMenteriDalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok- 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok- 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA 
MOJOKERTO 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikata ini yang dimaksud dengan : 

1. Kata adalah Kata Majakerta. 

2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Majakerta. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kata Majakerta. 

4. Walikata adalah Walikata Majakerta. 

5. Sekretaris Daerah Kata adalah Sekretaris Daerah Kata Majakerta. 

6. Sadan Perencanaan Pembangunan adalah Sadan Perencanaan 
Pembangunan Kata Majakerta. 

7. lnspektarat adalah lnspektarat Kata Majakerta. 

8. Dinas Pendapatan, Pengelalaan Keuangan dan Aset adalah Dinas 
Pendapatan, Pengelalaan Keuangan dan Aset Kata Majakerta. 

9. Sadan Kepegawaian adalah Sadan Kepegawaian Kata Majakerta. 

10. Sagian Administrasi Pembangunan adalah Sagian Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Kata Mojokerto, 

11. Sagian Umum adalah Sagian Umum Sekretariat Daerah Kata Majakerta. 

12. Sagian Organisasi dan Tata Laksana adalah Sagian Organisasi dan Tata 
Laksana Sekretariat Daerah Kata Majakerta. 

13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah. 

14. Pengelalaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaparan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

15. Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APSD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama aleh Pemerintah Kata dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 



5 

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Kata selaku Pengguna Anggaran, 
meliputi Sadan I Dinas I Sekretariat Daerah I Sekretariat DPRD I Kantor I 
Kecamatan I Rumah Sakit Umum Daerah. 

17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
selaku Pengguna Anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah. 

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang 
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD 
sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

21. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kata Kata Mojokerto. 

22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang penggunaan barang milik 
daerah. 

23. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna 
barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya. 

24. Penyimpan Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, 
menyimpan, dan mengeluarkan barang inventaris di setiap Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat 
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD. 

27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PP Km adalah 
pejabat yang diangkat dengan keputusan PA, atau KPA pada Sekretariat 
Daerah, sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
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28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA, atau KPA pada Sekretariat 
Daerah, untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

29. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh SKPD 
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada Program tersebut 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa 
personil, barang modal termasuk peralatan dan tekhnologi, dana, atau 
kongsi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam bentuk 
barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran yang 
tersedia. 

30. Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota adalah kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan 
secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa 

31. Panitia pengadaan adalah tim yang ditunjuk oleh PA, atau KPA pada 
Sekretariat Daerah, untuk melaksanakan pemilihan penyedia 
barang/jasa. 

32. Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh PA, atau 
KPA pada Sekretariat Daerah, dengan Surat Perintah untuk 
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai 
dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

33. Pelaksana Pengawasan Teknis adalah personil yang ditunjuk untuk 
mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam waktu tertentu sesuai jangka 
waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam kontrak pada paket 
pekerjaan tersebut, meliputi Panitia Pemeriksa Barang/Pengawas 
Teknik/Pengawas Lapangan/Tim Teknis dan Panitia Pemeriksa Kegiatan. 

34. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 
yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. 

35. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan 
penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. 

36. Paket Pekerjaan adalah rangkaian kegiatan terukur yang memberikan 
keluaran (output) berupa barang/jasa dengan fungsi tertentu, dilakukan 
pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan penunjang 
berjalannya kegiatan. 

37. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi 
bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang 
spesifikasinya ditetapkan oleh PPKm sesuai penugasan PA, atau KPA 
pada Sekretariat Daerah. 
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38. Kontrak adalah perikatan antara PPKm dengan Penyedia Barang/Jasa 
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

39. Pemasokan Barang adalah layanan pekerjaan penyediaan Barang yang 
spesifikasinya ditetapkan oleh PPKm. 

40. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi 
atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya 
ditetapkan PPKm dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh PPKm. 

41. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam 
berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa 
pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam 
rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk non fisik 
tidak terkecuali pembuatan sistem, piranti lunak, draft kebijakan dan 
lainnya yang disusun secara sistematis berdasarkan Kerangka Acuan 
Kerja (KAK) yang ditetapkan PPKm. 

42. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain 
jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang. 

43. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah adalah tanda 
bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang 
pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian 
sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional. 

44. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh 
panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan 
dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta 
pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan. 

45. Serah Terima Tingkat Pertama (STT-1) adalah batas waktu penyelesaian 
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang tertuang 
dalam kontrak. 

46. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat 
yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah. 

47. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank pemerintah 
yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada PPKm untuk menjamin 
terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa. 

48. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan 
terlaksananya Belanja Langsung. 

49. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam 
negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak 
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan 
kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. 

untuk mewujudkan 
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50. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 
agar pelaksanaan Kegiatan Daerah berjalan secara efisien dan efektif 
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

51. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran adalah proses pengindentifikasian 
masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, 
obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. 

52. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang 
dimaksudkan untuk menjamin agar sesuatu program/kegiatan yang 
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan 

53. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi 
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul utnuk dapat diambil 
tindakan sedini mungkin. 

54. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 
standar. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal2 

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur 
sistem dan prosedur pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang 
sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBD. 

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah agar keseluruhan 
kegiatan yang dilaksanakan secara kuantitas dan kualitas keluaran 
sesuai dengan rencana dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

Pasal3 

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini adalah untuk : 

a. Belanja langsung yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya 
dibebankan pada APBD. 
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b. Pengendalian kegiatan yang meliputi pengendalian penyusunan rencana 

kegiatan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan, sistem dan 

prosedur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, serta evaluasi kinerja 

pelaksanaan kegiatan. 

BABII 

ORGANISASI PENGELOLA KEGIAT AN 

Pasal4 

(1) Kegiatan pad a SKPD dilaksanakan oleh person ii pengelola kegiatan yaitu 

sebagai berikut : 

a. PA; 

b. KPA; 

c. PPKm; 

d. PPTK; 

e. PPK-SKPD; 

f. Bendahara Pengeluaran ; 

g. Panitia/Pejabat Pengadaan ; 

h. Pelaksana Pengawasan Teknis; 

i. Penyimpan dan Pengurus Barang ; 

j. Tim Pelaksana kegiatan. 

(2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota berdasarkan pelimpahan kewenangan yang dimiliki 

dan bertanggungjawab terhadap atas kegiatan pada SKPD yang 

dipimpinnya. 

(3) Pada Sekretariat Daerah PA dapat melimpahkan kewenangannya 
kepada KPA untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang ditetapkan 

dengan keputusan Walikota. 

(4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Pejabat 
struktural atau Staf pada SKPD yang menurut pertimbangan PA atau 
KPA dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas PPTK. 

(5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat selaku 
PP Km 
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(6) Penyimpan dan pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf i adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala SKPD 
untuk memelihara serta menginventarisir barang-barang milik SKPD 
pada tempatnya bertugas, kecuali pada Sekretariat Daerah, penyimpan 
barang ditunjuk oleh masing-masing Kepala Bagian. 

(7) PPKm, PPTK, PPK-SKPD, Panitia/Pejabat Pengadaan, Pelaksana 
Pengawasan Teknis, Penyimpan dan pengurus Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 }, bertanggung jawab kepada PA, atau KPA. 

(8) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j 
adalah Tim yang dibentuk secara selektif dengan Keputusan Walikota 
yang mempunyai tugas membatu PPTK dalam melaksanakan kegiatan. 

(9) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat 
dilimpahkan kepada PA atau KPA 

Pasal5 

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai 
tugas: 

a. Menyusun RKA-SKPD ; 

b. Menyusun DPA-SKPD ; 

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja ; 

d. Melaksanakan anggaran SKPD ; 

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; 

f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam 
batas anggaran yang telah ditetapkan ; 

g. Menandatangani SPM ; 

h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD 
yang dipimpinnya ; 

i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ; 

j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya ; 

k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ; 

I. Melaksanakan tugas-tugas PA lainnya berdasarkan kuasa yang 
dilimpahkan oleh Walikota ; 

m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah Kata ; 
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(2) PA pada Sekretariat Daerah melimpahkan seluruh tugas dan 
kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing 
Kepala Bagian selaku KPA. 

(3) Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
dapat dilimpahkan oleh masing-masing Kepala Bagian pada Sekretariat 
Daerah selaku KPA kepada PPKm di lingkup bagian masing-masing. 

(4) Pelimpahan seluruh tugas dan kewenangan PA pada Sekretariat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tanpa mengurangi 
kewenangan Sekretaris Daerah Kota selaku PA untuk melakukan 
pengawasan pelaksanaan tugas-tugas oleh Kepala Bagian selaku KPA. 

Pasal6 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, PA atau KPA. 
mengangkat PPKm. 

(2) PPKm harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki integritas moral ; 

b. Memiliki disiplin tinggi ; 

c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk 
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya ; 

d. Memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/jasa 
pemerintah ; 

e. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas 
dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat 
kolusi, korupsi dan nepotisme. 

(3) Dalam hal PPKm belum memiliki sertifikat keahlian sebagaimana diatur 
pada ayat (2) huruf d, maka PPKm tetap dapat melakukan pengadaan 
barang/jasa pemerintah, sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan 
dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan 
yang dikeluarkan oleh LKPP ; 

(4) Apabila dalam suatu SKPD tidak ada pegawai yang memiliki sertifikat 
keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, maka PPKm dapat dijabat 
oleh PA atau KPA. 

(5) Tugas pokok PP Km sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), sebagai 
berikut: 

a. Menyusun perencanaan pelaksanaan pekerjaan, termasuk 
pengadaan barang/jasa dan rencana pengumuman pelelangan ; 

b. Mengusulkan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa yang 
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau keputusan 
PA atau KPA pada Sekretariat Daerah ; 
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c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai 
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan 
pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, 
serta kelompok masyarakat tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, 
kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha 
kecil termasuk koperasi kecil; 

d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, 
dan tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun 
panitia pengadaan ; 

e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat 
pengadaan sesuai kewenangannya ; 

f. Menetapkan besaran uang muka yang dapat menjadi hak penyedia 
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ; 

g. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak 
dengan pihak penyedia barang/jasa ; 

h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/ [asa 
kepada pimpinan satuan kerjanya ; 

i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ; 

j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya 
kepada Walikota dengan berita acara penyerahan ; 

k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa dimulai ; 

I. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kerja setiap 
kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam 
pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung dan 
unit pengawasan intern yang bersangkutan ; 

m. Menyimpan 
pengadaan 

dan memelihara seluruh 
barang/jasa termasuk 

dokumen pelaksanaan 
berita acara proses 

pelelangan/seleksi. 

(6) PPKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang : 

a. Mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila 
belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang 
akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia 
untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD ; 

b. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan 
maksud untuk menghindari pelelangan ; 

c. Memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah 
yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya 
dilakukan di wilayah masing-masing ; 
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d. Menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat 
pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha 
kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk 
dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi menengah dan/atau besar ; 

e. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang 
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. 

(7) PPKm bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan 
berjalannya fungsi atas hasil pengadaan barang/jasa yang 
dilaksanakannya. 

Pasal7 
KPA pada Sekretariat Daerah dalam rangka pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa Pemerintah Kota dapat diangkat sebagai PPKm. 

Pasal8 
(1) PA atau KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat 

menunjuk personil pengelola kegiatan selaku PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada PA atau KPA. 

(3) PPTK mempunyai tugas mencakup : 

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; 

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; 

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 
pelaksanaan kegiatan; dan 

(4) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi 
yang terkait dengan persyaratan pembayaran. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPTK 
dapat berkoordinasi dengan SKPD lain yang terkait. 

Pasal9 
(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala 

SKPD menunjuk pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD 

(2) Pada Sekretariat Daerah, PPK-SKPD diusulkan oleh masing-masing 
Kepala Bagian kepada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai PPK- 
SKPD 
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(3) Kewenangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilimpahkan kepada Kepala Bagian selaku KPA. 

(4) PPK-SKPD sebagai pelaksana fungsi tata usaha keuangan pada SKPD 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; 

b. Diutamakan bagi PNS yang memiliki kompetensi yang cukup di 
bidang penata usahaan keuangan daerah yang dibuktikan dengan 
sertifikat kursus kebendaharaan daerah ; 

c. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas. 

(5) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang 
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh PPTK ; 

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji 
dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran ; 

c. Melakukan verifikasi SPP ; 

d. Menyiapkan SPM ; 

e. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

(6) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas 
melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, PPKm, 
dan/atau PPTK. 

Pasal10 

(1) Walikota atas usu I PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk 
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran pada SKPD. 

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pejabat fungsional. 

(3) Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung 
dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan 
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ 
pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan 
uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama 
pribadi. 

(4) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 
oleh bendahara pengeluaran pembantu. 
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(5) Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. 

Pasal 11 

(1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai 
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. 

(3) Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari SKPD 
sendiri maupun SKPD lainnya. 

(4) Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas ; 

b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan ; 

c. Memahami jerus pekerjaan tertentu yang menjadi tugas 
panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan ; 

d. Memahami isi dokumen pengadaan I metoda dan prosedur 
pengadaan; 

e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang 
mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia I pejabat 
pengadaan; 

f. Memiliki sertifikat nasional keahlian pengadaan barang/ jasa 
pemerintah. 

(5) Dalam hal panitia/pejabat pengadaan belum memiliki sertifikat keahlian 
sebagaimana diatur pada ayat (4) huruf f, maka panitia/pejabat 
pengadaan tetap dapat melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah 
sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan 
barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan yang diatur oleh LKPP. 

(6) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan 
sebagai berikut : 

a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi 
pengadaan; 

b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (hps) ; 

c. Menyiapkan dokumen pengadaan ; 

d. Menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar satu prosen 
sampai dengan tiga prosen dari nilai harga perhitungan sendiri (hps) ; 
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e. Berkoordinasi dengan ppkm untuk menentukan isi pengumuman 
pelelangan/seleksi umum/terbatas melalui media cetak, papan dan 
pengumuman resmi untuk penerangan umum ; 

f. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau 
prakualifikasi ; 

g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ; 

h. Mengusulkan calon pemenang/calon pelaksana; 

i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada 
ppkm; 

j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa dimulai. 

(7) Panitia pengadaan wajib memahami tata cara pengadaan, substansi 
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, 
baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar SKPD yang 
bersangkutan dengan keanggotaan berjumlah gasal, sekurang- 
kurangnya : 

a. 3 (tiga) orang, untuk pemasokan barang/jasa pemborongan /jasa 
lainnya sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; 

b. 5 (lima) orang, untuk pemasokan barang/jasa pemborongan /jasa 
lainnya dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(8) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang dengan menunjuk personil yang 
memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang 
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di 
dalam maupun dari luar SKPD yang bersangkutan. 

(9) Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan : 

a. PA, atau KPA ; 

b. PPKm; 

c. PPTK; 

d. PPK-SKPD; 

e. Bendahara Pengeluaran; 

f. Pegawai pada lnspektorat kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan 
untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan SKPD yang 
bersangkutan. 
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(1 O) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf 
b, dan huruf c, apabila dilakukan tidak dalam satu kegiatan yang sama. 

Pasal12 

(1) Pelaksana Pengawasan Teknis bertugas membantu PPKm dalam hal 

a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan ; 

b. Memverifikasi perhitungan kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai 
spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak ; 

c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA melalui 
PP Km. 

(2) Pelaksana Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas ; 

b. Memahami jenis dan spesifikasi pekerjaan yang menjadi tugas 
pelaksana pengawasan teknis yang bersangkutan ; 

c. Diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian dan/atau ketrampilan 
pengawasan teknis yang dikeluarkan oleh : 

1. Pemerintah Kata bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kata ; 

2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bagi tenaga ahli di luar 
lingkungan Pemerintah Kata untuk pengawasan pekerjaan di 
bidang jasa pemborongan/ konstruksi ; 

3. Lembaga lain yang berwenang bagi tenaga ahli di luar Pemerintah 
Kata untuk pengawasan pekerjaan di luar bidang jasa 
pemborongan/konstruksi. 

d. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang 
mengangkat dan menetapkannya sebagai Pelaksana Pengawasan 
Teknis. 

(3) Pelaksana Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) 
meliputi: 

a. Pengawas Lapangan untuk paket pekerjaan jasa pemborongan ; 

b. Pengawas Teknis I Tim Teknis untuk paket pekerjaan jasa 
konsultansi ; 

c. Panitia Pemeriksa Barang untuk paket pekerjaan pemasokan barang ; 

d. Pengawas Teknis untuk paket pekerjaan jasa lainnya ; 
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e. Tim Pemeriksa Kegiatan (Tim Supervisi), untuk menilai hasil 
pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa pemborongan, dalam rangka 
pembayaran Termyn setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 
100% atau Penyerahan Pekerjaan STT-1 atau sewaktu-waktu sesuai 
permintaan PPKm. 

(4) Keanggotaan Pelaksana Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri 
dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang ditetapkan dengan keputusan 
PA atau KPA 

(5) Selain Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a, dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan teknis untuk paket 
pekerjaan jasa pemborongan, dapat ditunjuk Konsultan Pengawas 
profesional. 

(6) Untuk mendapatkan kepastian pemenuhan spesifikasi teknis atas 
pekerjaan pemasokan barang yang sifatnya rumit/kompleks, maka 
Panitia Pemeriksa Ba rang sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) huruf ( c) 
dapat digantikan oleh konsultan appraisal/ surveyor. 

(7) Untuk pekerjaan jasa pemborongan yang hasilnya dimanfaatkan oleh 
SKPD lainnya, maka pelaksanaan pengawasan teknis dilakukan secara 
bersama-sama oleh SKPD pelaksana pekerjaan dan SKPD pemakai hasil 
pekerjaan. 

(8) Untuk pekerjaan jasa pemborongan, maka Pelaksana Pengawasan 
Teknis wajib memberikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan 
secara periodik dalam mingguan dan bulanan kepada PPKm. 

Pasal13 

(1) Penyimpan dan pengurus Barang sebagai pelaksana fungsi pengelola 
barang pada SKPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; 

b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pengurusan barang yang 
dibuktikan dengan sertifikat kursus atau pelatihan terkait dengan 
pengelolaan barang daerah ; 

c. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas. 

(2) Tugas Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dalam 
hal pelaksanaan dan pengendalian kegiatan sebagai berikut : 

a. Menerima barang daerah baik yang diadakan sendiri maupun yang 
diterima dari Pengelola Barang atau penerimaan lainnya yang sah ; 
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b. Menyimpan dan mengamankan barang daerah yang berada dalam 
tanggungjawabnya ; 

c. Mengeluarkan dan menyerahkan barang daerah untuk dipergunakan 
sesuai kebutuhan dari gudang, berdasarkan surat perintah 
pengeluaran dan penyerahan barang daerah ; 

d. Melaksanakan pengeluaran dan penyerahan barang daerah yang 
dituangkan dalam berita acara penyerahan barang ; 

e. Menghimpun seluruh tanda bukti dan mecatat secara tertib dan 
teratur semua penerimaan dan pengeluaran barang daerah ; 

f. Menyiapkan usulan penghapusan atas barang daerah selain tanah 
dan bangunan yang berada dalam tanggungjawabnya ; 

g. Menyimpan dan mengamankan barang daerah selain tanah dan 
bangunan yang dalam proses penghapusan ; 

h. Melaporkan hasil penerimaan dan pengeluaran barang daerah secara 
berkala dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan 
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kepada atasan langsung; 

i. Mencatat dan melaporkan penggunaan barang daerah baik yang 
digunakan sendiri, yang digunakan oleh Kuasa Pengguna Barang 
maupun yang dioperasikan oleh pihak lain; 

j. Menginventarisasi jumlah dan kondisi barang daerah yang dalam 
penguasaannya dan melaporkan kepada atasan langsung; 

k. Melaporkan barang daerah yang hilang, rusak atau sebab lain 
sehingga dapat digunakan kepada atasan langsung. 

(3) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 
mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing 
SKPD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(4) Penyimpan dan pengurus barang tidak diperbolehkan merangkap 
sebagai personil pengelola kegiatan yang lain kecuali ada pertimbangan 
lain. 

BAB Ill 

PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 

Bagian Pertama 

Perencanaan Pembiayaan Kegiatan 

Pasal14 

(1) Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD direncanakan dengan 
menggunaka_n pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah 
daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi 
kerja. 
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(2) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun 
prakiraan maju. 

(3) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan 
kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang direncanakan dalam tahun 
anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 

(4) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan 
penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan 
SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 

(5) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan 
antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan 
hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 
pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 

Pasal15 

(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, 
capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan 
harga, dan standar pelayanan minimal. 

(2) lndikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran 
keberhasilan yang akan dicapai dari Pembangunan dan kegiatan yang 
direncanakan. 

(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, 
kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap Pembangunan 
dan kegiatan. 

(4) Analisis standar belanja atau HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. 

(7) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pencapaian 
hasil Pembangunan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan 
cara membandingkan keluaran dengan hasil. 
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(8) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pencapaian 
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan 
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 

Pasal 16 

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan terciptanya 
kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil 
pelaksanaan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai 
dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai 
Pembangunan dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau 
belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan 
dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun 
berikutnya dari tahun yang direncanakan. 

(3) Dalam hal suatu Pembangunan dan kegiatan merupakan tahun terakhir 
untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya 
harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 

Pasal17 

Anggaran terhadap kegiatan diambilkan dari kode rekening yang sesuai 
sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD. 

Bagian Kedua 

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 

Pasal18 

SKPD menyusun rencana anggaran kegiatan pada anggaran belanja 
langsung 

Pasal 19 

(1) Data komponen Standar Harga Satuan Barang dan Harga Satuan Pokok 
Kegiatan (HSPK), ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(2) Penyusunan Data Komponen Standar Harga Satuan Barang dan Harga 
Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Tim Penyusun yang anggotanya terdiri dari dinas/instansi yang 
terkait. 

(3) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) 
didalamnya memuat tentang standart honorarium pengelola kegiatan 

(4) Honorarium pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat 
diberikan untuk setiap paket pekerjaan. 
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(5) Dalam hal terdapat perangkapan jabatan dalam satu paket pekerjaan 
yang sama, maka kepadanya hanya diberikan satu honorarium. 

(6) Besaran Biaya Umum dalam rangka penganggaran belanja modal, 
ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut : 

a. Biaya perencanaan teknis sebesar 3 % (tiga prosen) dari pagu 
anggaran, digunakan antara lain untuk membuat dokumen 
perencanaan teknis ; 

b. Biaya pengawasan teknis sebesar 2 % (dua prosen) dari pagu 
anggaran, digunakan antara lain untuk biaya konsultan pengawas dan 
honorarium pengawasan teknis ; 

c. Biaya administrasi sebesar 2 % (dua prosen) dari pagu anggaran, 
atau menurut ketentuan berikut : 

1. Sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa 
biaya administrasi ; 

2. Diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebesar 
Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; 

3. Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebesar 
Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ; 

4. Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) , maksimum 2 % 
(dua prosen) dan tidak melebihi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima 
puluh juta rupiah). 

Biaya administrasi digunakan antara lain untuk honorarium pejabat pembuat 
komitmen, panitia/pejabat pengadaan, pengelola proyek, pengumuman 
pengadaan, penggadaan dokumen pengadaan, dan administrasi lainnya yang 
diperlukan. 

Pasal20 

Bagian Administrasi Pembangunan selaku anggota Tim Anggaran Pemerintah 
Kota bertugas meneliti dan merasionalkan usulan kegiatan masing-masing 
SKPD terhadap kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan berdasarkan Analisis Standar Belanja. 

Bagian Ketiga 

Penyusunan Dokumen dan Jadwal 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal21 

(1) Berdasarkan DPA dan Lembar Kerja, PPTK dan PPKm menyusun KAK 
Kegiatan yang akan dijadikan petunjuk operasional dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya. 



23 

(2) Pengalokasian sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan bahan, 
metode pelaksanaan, waktu penyelesaian dan spesifikasi keluaran 
kegiatan harus didefinisikan dengan jelas dalam KAK. 

(3) PPTK/PPKm mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan 
secara swakelola disertai dengan proposal teknis kegiatan yang akan 
diswakelola kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk memperoleh persetujuan ; 

(4) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan 
semua kegiatan yang akan dilaksanakan dengan swakelola sebelum 
kegiatan dimulai, dengan dilampiri proposal masing-masing kegiatan 
kepada Walikota dengan tembusan Bagian Administrasi Pembangunan. 

Pasal 22 

(1) Jadwal Kegiatan ditetapkan di awal tahun anggaran sebagai bagian dari 
KAK dan dijadikan acuan untuk pelaksanaan dalam tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

(2) PPKm menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk pembiayaan 
pekerjaan disesuaikan dengan hasil perencanaan yang ada. 

Bagian Keempat 

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD 

Paragraf Pertama 

Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan 

Pasal23 

(1) Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud meliputi pengendalian terhadap: 

a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan 

b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

(3) Walikota melimpahkan kewenangan pengendalian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Sadan Perencanaan Pembangunan 
Daerah untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah. 

(4) Walikota melimpahkan kewenangan pengendalian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD untuk program dan/atau 
kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 
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(5) Dalam rangka efektifitas proses pengendalian pelaksanaan pekerjaan 
pada belanja langsung yang menggunakan sumber dana APBD, maka 
PPKm berkewajiban menyiapkan data-data yang diperlukan terkait 
pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal pelaksanaan pekerjaan, rencana 
kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan pendataan kemajuan pelaksanaan 
pekerjaan. 

(6) PPKm atau pejabat pengadaan berkewajiban menyiapkan data-data yang 
diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan seperti pembuatan kontrak dari 
paket pekerjaan yang dilelang maupun secara penunjukan langsung 
termasuk menyiapkan dokumen-dokumen terkait pencairan termin 
pembayaran. 

(7) Penyedia barang/jasa berkewajiban mengisi data-data yang diperlukan 
terkait pelaksanaan pekerjaan diantaranya pengisian kemajuan fisik 
pekerjaan. 

(8) PPKm berkewajiban melengkapi data-data kemajuan pelaksanaan 
pekerjaan di lingkup kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

(9) Penyedia barang/jasa berkewajiban untuk membuat laporan harian (daily 
report) dan kewajiban lainnya yang diatur dalam Surat Perintah Kerja 
(SPK) dan/atau Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) maupun 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf Kedua 

Dokumen Pengendalian 

Pasal24 

Guna acuan pelaksanaan dan terjaminnya kualitas pekerjaan sebagaimana 
diperjanjikan dalam kontrak yang ada, PPKm menyiapkan dokumen 
pengendalian yang meliputi : 

a. Lampiran kontrak yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai 
spesifikasi teknis/bestek untuk pekerjaan pemborongan/konstruksi atau 
pemasokan barang dan/atau KAK untuk paket pekerjaan non 
fisik/konsultan ; 

b. Soft drawing hasil pengecekan bersama (mutual check), bila diperlukan 
untuk pekerjaan pemborongan/konstruksi ; 

c. berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan untuk pekerjaan 
pemborongan/konstruksi ; 

d. laporan kemajuan fisik pekerjaan. 
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Paragraf ketiga 

Pengendalian Administrasi Kegiatan 

Pasal25 

(1) Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kegiatan 
monitoring dan evaluasi serta pelaporan, meliputi : 

a. Pengendalian dan pembinaan administrasi kegiatan maupun 
pelaksanaan kegiatan ; 

b. Pengendalian teknis operasional pelaksanaan atas mata anggaran 
dari masing-masing kegiatan ; 

c. Pengendalian teknis operasional pelaksanaan masing-masing 
kegiatan. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
anggaran belanja langsung, dengan tujuan : 

a. Mengamati dan mengawasi secara terus-menerus terhadap dayaguna 
dan hasilguna keseluruhan pelaksanaan kegiatan ; 

b. Mengamati penggunaan sumber dana dan daya oleh seluruh kegiatan 
pembangunan agar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan ; 

c. Mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target, tolok 
ukur, biaya dan jadwal yang direncanakan. 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara: 

a. Mengumpulkan bahan berupa laporan periodik ; 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi ; 

c. Mengamati perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan menguji 
kebenaran laporan yang telah disampaikan, dengan melakukan 
kunjungan/peninjauan lapangan secara periodik maupun sewaktu- 
waktu; 

d. Melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi atas laporan dan 
hasil kunjungan/ peninjauan lapangan untuk mengetahui hasil 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran 
pembangunan/kegiatan yang ditetapkan. 

Pasal26 

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) 
didasarkan atas analisa keuangan daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah, dan digunakan sebagai bahan kajian untuk : 
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a. Penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah; 

b. Penyusunan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya maupun 
rencana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun anggaran 
berjalan. 

Pasal27 

(1) Pengendalian yang dilakukan oleh Sadan Perencanaan Pembangunan 
merupakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator 
sasaran Pembangunan sesuai dengan RPJMD. 

(2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan 
serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan 
monitoring dan evaluasi laporan administrasi fisik maupun keuangan atas 
pelaksanaan tugas PA atau KPA. 

(3) Pengendalian oleh PA atau KPA merupakan monitoring dan evaluasi 
laporan operasional dan administrasi fisik maupun keuangan atas 
pelaksanaan tugas PPKm dan PPTK. 

Paragraf keempat 

Prosedur Pengendalian Teknis dan Kualitas Hasil Kegiatan 

Pasal28 

(1) Dalam rangka menjaga kualitas hasil pekerjaan/kegiatan, maka dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang konstruksi harus 
mengacu pada standar teknis barang/jasa publik. 

(2) Standar teknis barang/jasa publik sebagaimana ayat (1) terdiri dari : 

a. Standar Teknis Geologi Teknik ; 

b. Standar Teknis Bangunan Gedung ; 

c. Standar Teknis Konstruksi Jalan ; 

d. Standar Teknis Saluran dan Fasilitas lain. 

(3) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana pada ayat (1) diatur 
tersendiri dengan Peraturan Walikota. 

Paragraf kelima 

Evaluasi 

Pasal29 

(1) Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan 
daerah. 
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(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah ; dan 

b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

(3) Walikota melimpahkan kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Bappeda untuk keseluruhan perencanaan 
pembangunan daerah. 

(4) Walikota berwenang melimpahkan kewenangan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD untuk capaian kinerja 
pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. 

(5) Evaluasi oleh Bappeda meliputi: 

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana 
pembangunan daerah dan pelaksanaan program/kegiatan 
pembangunan daerah ; dan 

b. Menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil evaluasi kepala 
SKPD dalam rangka pencapaian rancana pembangunan 

(6) Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program dan 
kegiatan bulanan kepada BAPPEKO yang yang meliputi: 

a. masukan, keluaran, dan hasil ; 

b. Kendala dan langkah tindak lanjut yang diperlukan 

(7) Kepala SKPD wajib menyerahkan hasil evaluasi kepada Bappeda dalam 
bentuk laporan akhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya 
anggaran yang bersangkutan. 

(8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan bagi 
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode selanjutnya. 

BABIV 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Bagian Pertama 

Prinsip Umum Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 30 

(1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
harus mematuhi etika sebagai berikut : 

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk 
mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 
pengadaan barang/jasa ; 
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b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta 
menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang 
seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan 
dalam pengadaan barang/jasa ; 

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 
untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ; 

d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para 
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ; 

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran 
keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ; 

f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 
kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak 
lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; 

g. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk 
memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada 
siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan 
pengadaan barang/jasa. 

(2) lnspektur dapat melakukan pemeriksaan kepada jajaran Pegawai Negeri 
Sipil yang tidak memenuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

Pasal 31 

Guna mendapatkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang 
mencerminkan persaingan sehat dan profesional dalam pemilihan penyedia 
barang/jasa, harus dipenuhi beberapa hal mencakup : 

a. Kesesuaian bidang/sub bidang, keseimbangan antara kemampuan dan 
beban kerja serta kinerja penyedia barang/jasa ; 

b. Khusus jasa konstruksi harus memiliki izin usaha di bidang jasa 
konstruksi dan sertifikat badan usaha, klasifikasi serta kualifikasi 
perusahaan jasa konstruksi ; 

c. Bagi badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang 
sama atau berada pada kepengurusan yang sama dilarang mengikuti 
pelelangan untuk satu paket pekerjaan secara bersamaan. 

Pasal32 

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan 
penyedia barang/jasa pada prinsipnya dilakukan dengan cara 
pelelangan/seleksi umum. 
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(2) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak dimungkinkan 
untuk dilakukan sebagaimana ayat (1) baik secara teknis maupun non 
teknis pelaksanaan pengadaan tersebut dapat dilakukan dengan cara 
swakelola. 

(3) Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
pemerintah sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan dengan cara 
pelelangan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung, atau penunjukan 
langsung. 

Pasal33 

(1) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara 
pelelangan/seleksi umum; pelelangan/seleksi terbatas; pemilihan/seleksi 
langsung dan penunjukan/seleksi langsung. 

(2) Pengadaan barang/jasa dengan cara penunjukan langsung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria 
sebagai berikut : 

A. Keadaan tertentu, yaitu : 

1) Penanqanan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan 
keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak 
dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan 
darurat akibat bencana alam, dan/atau 

2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahan 
dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden, dan/atau 

3) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan : 

(a) Untuk keperluan sendiri; dan/atau 

(b) Teknologi sederhana; dan/atau 

( c) Resiko kecil; dan/atau 

(d) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang 
perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi 
kecil. 

B. Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu : 

1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah 
atau 

2) Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh 
satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten ; atau 
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3) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau 
pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga 
yang relatif stabil ; atau 

4) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan 
penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia 
barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. 

(3) Pencatatan mengenai data-data pelaksanaan pengadaan dengan cara 
pemilihan langsung dan penunjukan langsung tetap dilaporkan pada 
Sagian Administrasi Pembangunan. 

Pasal34 

(1) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dibedakan berdasarkan 
nilai nominal pengadaan sebagai berikut : 

a. Pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), dilampiri dengan kwitansi dan faktur/nota pembelian ; 

b. Pengadaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dilampiri dengan : 

1) Surat penawaran ; 

2) Surat pesanan ; 

3) Kwitansi bermaterai dan faktur/nota ; 

4) Serita acara serah terima/penyelesaian pekerjaan. 

c. Pengadaan yang nilainya di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 
sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dilampiri 
dengan: 

1) Surat penawaran ; 

2) Surat pesanan ; 

3) Kwitansi bermaterai dan faktur/nota ; 

4) Serita acara serah terima/penyelesaian pekerjaan ; 

5) Serita acara pemeriksaan barang/pekerjaan ; 

6) Surat Perintah Kerja (SPK). 

d. Pengadaan yang nilainya di atas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta 
rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 
dilampiri dengan : 

1) Surat penawaran ; 

2) Surat pesanan dan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan ; 

3) Surat Perintah Kerja (SPK) ; 

4) Surat setoran pajak (SSP) disertai faktur (PPN+PPh) ; 
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5) Kwitansi bermaterai dan faktur/nota ; 

6) Serita acara serah terima/penyelesaian pekerjaan ; 

7) Serita acara pemeriksaan barang/pekerjaan. 

e. Pengadaan yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dilampiri dengan : 

1) Surat perjanjian kerjasama/kontrak dan SPMK ; 

2) Serita acara penyelesaian pekerjaan ; 

3) Serita acara pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa pekerjaan ; 

4) Serita acara serah terima barang/jasa/pekerjaan ; 

5) Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur (PPN+PPh) ; 

6) Foto/dokumen tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan ; 

7) Kwitansi bermaterai dan faktur/nota ; 

8) Serita acara pembayaran. 

(2) Proses pelaksanaan dan kelengkapan dokumen dalam pengadaan 
barang/jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam 
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan semua perubahanya. 

Bagian Kedua 

Pengadaan yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa 

Paragraf Pertama 

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa 

Pasal35 

(1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan 
adalah sebagai berikut: 

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa ; 

b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial 
untuk menyediakan barang/jasa ; 

c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya 
tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan 
atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana ; 

d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak ; 

e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 
terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima 
penyampaian surat pajak tahunan (spt) pajak penghasilan (pph) tahun 
terakhir, dan fotokopi surat setoran pajak (ssp) pph pasal 29 ; 
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f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh 
pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah 
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia 
barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ; 

g. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain 
yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa ; 

h. Tidak masuk dalam daftar hitam ; 

i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos ; 

j. Khusus untuk penyedia barang I jasa orang perseorangan 
persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f ; 

k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa dimulai. 

(2) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa 
konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian 
kewajiban pajak ; 

b. Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang 
telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian 
negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah 
disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang 
pendidikan tinggi ; 

c. Mempunyai pengalaman di bidangnya. 

(3) Pegawai negeri, pegawai Bl, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang 
menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil 
cuti di luar tanggungan negara/81/ BHMN/BUMN/ BUMD. 

(4) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan 
kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa 

(5) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses 
prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan. 

Paragraf Kedua 

Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 

Alinea Pertama 

Prinsip-prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 

Pasal 36 

(1) Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan 
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia 
barang/jasa sebelum memasukkan penawaran. 
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(2) Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan 
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia 
barang/jasa setelah memasukkan penawaran. 

(3) Pada pelaksanaan prakualifikasi PPKm dan panitia pengadaan tidak 
meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan 
formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa dan ditandatangani di atas 
meterai; 

(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan 
di dalam isian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada 
yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon 
pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun 
berikutnya serta diancam dituntut secara perdata dan pidana. 

Alinea Kedua 

Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 

Pasal 37 

(1) Proses prakualifikasi secara um um meliputi pengumuman prakualifikasi, 
pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi, pengisian data 
kualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen 
prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus 
prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi. 

(2) Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan isian dokumen 
kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta 
yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang 
dievaluasi dokumen kualifikasinya. 

Paragraf Ketiga 

Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan 

Pasal38 

(1) PP Km bersama panitia/pejabat pengadaan dalam menentukan sistem 
pengadaan yang meliputi metoda pemilihan penyedia barang/jasa, 
metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, 
dan Jenis kontrak, perlu mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai 
barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah 
penyedia barang/jasa yang ada. 

(2) Dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan, PPKm 
bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi 
dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, 
dan masyarakat. 
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(3) PPKm dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan : 

a. Menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha 
kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, 
persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis 
usaha kecil ; 

b. Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang 
tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat 
efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing ; 

c. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat 
pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha 
kecil termasuk koperasi kecil ; 

d. Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang 
diskriminatif dan tidak obyektif. 

Paragraf Keempat 

Metoda Pemilihan Penyedia Barang/ 

Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 

Pasal39 

(1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada 
prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan. 

(2) Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang 
dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-- 
kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi 
serta papan pengumuman resmi pemerintah. 

(3) Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan 
diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan 
penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan 
terbatas dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat 
kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi serta melalui papan 
pengumuman resmi pemerintah dengan mencantumkan penyedia 
barang/jasa yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia 
barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. 

(4) Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai 
tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia 
barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu 
pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan 
sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta 
dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan 
minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan. 
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(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia 
barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 
1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik 
teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara 
teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal40 

Pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan 
metode pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) 
dan metode pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 
(3) wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai 
sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diumumkan 
sekurang-kurangnya di : 

1) Papan pengumuman resmi pemerintah. 

2) Satu surat kabar propinsi; 

3) Satu surat kabar nasional, dalam hal jumlah penyedia barang/jasa 
yang mampu rnelaksanakan kegiatan tersebut yang berdomisili di 
propinsi setempat kurang dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa. 

b. Untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yang 
bernilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diumumkan 
sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar 
propinsi. 

Paragraf Kelima 

Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 

Pasal41 

(1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan 
melalui seleksi umum, dan dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia 
jasa konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi 
langsung atau penunjukan langsung. 

(2) Seleksi um um sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode 
pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya 
dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas 
sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat 
kabar propinsi serta melalui papan pengumuman resmi untuk 
penerangan umum. 
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(3) Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang 
kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan 
pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas, dan diumumkan secara luas 
sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat 
kabar propinsi serta melalui papan pengumuman resmi untuk 
penerangari umum dengan mencantumkan penyedia jasa yang mampu 
guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang 
memenuhi kualifikasi. 

(4) Dalam hal metode seleksi umum atau seleksi terbatas dinilai tidak efisien 
dari segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat 
dilakukan dengan seleksi langsung, yaitu metode pemilihan penyedia 
jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui 
proses prakualifikasi yarig diumumkan secara luas sekurang-kurangnya 
di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan 
diumumkan di website pengadaan . 

(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa 
konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa 
konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari 
segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan 
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal42 

(1) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum/seleksi 
terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) 
dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib 
diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu 
surat kabar propinsi di lokasi kegiatan yang bersangkutan, serta melalui 
papan penqurnurnan resmi untuk penerangan umum. 

(2) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) yang bernilai sampai 
dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), wajib diumumkan 
sekurang-kurangnya di satu surat kabar propinsi di lokasi kegiatan atau 
sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dalam hal untuk 
kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya 5 
(lima) penyedia jasa konsultansi di Kota yang bersangkutan. 

Paragraf Keenam 

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa 

Pasal43 

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 
adalah: 
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a. PPKm; 

b. Panitia I Pejabat Pengadaan; 

c. Penyedia Barang/Jasa; 

Paragraf Ketujuh 

Prosedur dan Alur Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 44 

Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah Kota meliputi : 

a. Dengan prakualifikasi untuk pemasokan barang, jasa pemborongan dan 
jasa lainnya : 

1. Pengumuman prakualifikasi melalui papan pengumuman resmi untuk 
penerangan ; 

2. Pengambilan dokumen prakualifikasi ; 

3. Pemasukan dokumen prakualifikasi ; 

4. Evaluasi dokumen prakualifikasi ; 

5. Penetapan hasil prakualifikasi ; 

6. Pengumuman hasil prakualifikasi ; 

7. Masa sanggah prakualifikasi ; 

8. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi ; 

9. Pengambilan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ; 

10. Penjelasan pekerjaan ; 

11. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen pemilihan penyedia 
barang/jasa serta perubahannya ; 

12. Pemasukan penawaran ; 

13. Pembukaan penawaran ; 

14. Evaluasi penawaran ; 

15. Penetapan pemenang ; 

16. Pengumuman pemenang ; 

17.Masa sanggah; 

18. Penunjukan pemenang ; 

19. Pembuatan kontrak yang dilanjutkan dengan penandatanganan 
kontrak. 

b. Dengan pasca kualifikasi untuk pemasokan barang, jasa pemborongan 
dan jasa lainnya: 
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1. Pengumuman pelelangan umum ; 

2. Pendaftaran untuk mengikuti ; 

3. Pengambilan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ; 

4. Penjelasan pekerjaan ; 

5. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen pemilihan penyedia 
barang/jasa serta perubahannya ; 

6. Pemasukan penawaran ; 

7. Pembukaan penawaran ; 

8. Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi ; 

9. Penetapan pemenang; 

10. Pengumuman pemenang ; 

11 . Masa sanggah ; 

12. Penunjukan pemenang ; 

13. Penandatanganan kontrak. 

c. Dengan prakualifikasi untuk jasa konsultansi (metode evaluasi kualitas 
dan biaya, metode dua sampul) : 

1. Pengumuman prakualifikasi ; 

2. Pengambilan dokumen prakualifikasi ; 

3. Pemasukan dokumen prakualifikasi ; 

4. Evaluasi prakualifikas i; 

5. Penetapan hasil prakualifikasi ; 

6. Pengumuman hasil prakualifikasi ; 

7. Masa sanggah prakualifikasi ; 

8. Undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek ; 

9. Pengambilan dokumen seleksi ; 

10. Penjelasan pekerjaan ; 

11. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan 
perubahaannya ; 

12. Pemasukan penawaran ; 

13. Pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I) ; 

14. Evaluasi administrasi dan teknis; 

15. Penetapan peringkat teknis ; 

16. Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis ; 



39 

17. Undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang lulus 
evaluasi teknis ; 

18. Pembukaan penawaran biaya (sampul II) ; 

19. Evaluasi biaya ; 

20. Perhitungan kombinasi teknis dan biaya ; 

21. Penetapan pemenang ; 

22. Pengumuman pemenang ; 

23. Masa sanggah ; 

24. Klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya dengan pemenang ; 

25. Penunjukan pemenang ; 

26. Penandatanganan kontrak. 

d. Dengan prakualifikasi untuk jasa konsultansi (metode evaluasi pagu 
anggaran, metode dua sampul) : 

1. Pengumuman prakualifikasi ; 

2. Pengambilan dokumen prakualifikasi ; 

3. Pemasukan dokumen prakualifikasi ; 

4. Evaluasi prakualifikasi ; 

5. Penetapan hasil prakualifikasi ; 

6. Pengumuman hasil prakualifikasi ; 

7. Masa sanggah prakualiflkasi ; 

8. Undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek ; 

9. Penjelasan pekerjaan ; 

10. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan 
perubahannya ; 

11. Pemasukan penawaran ; 

12. Pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I) ; 

13. Evaluasi administrasi dan teknis terhadap yang penawaran biayanya 
sama atau di bawah pagu anggaran ; 

14. Penetapan peringkat teknis ; 

15. Pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis ; 

16. Masa sanggah ; 

17. Undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang lulus 
evaluasi teknis ; 

18. Pembukaan penawaran biaya (sampul ii), koreksi aritmatik, dan 
penetapan; 
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19. Klarifikasi dan konfirmasi negosiasi teknis dan biaya dengan 
pemenang peringkat teknis terbaik yang penawaran biayanya sama 
atau di bawah pagu anggaran ; 

20. Penunjukan pemenang ; 

21. Penandatanganan kontrak. 

e. Dengan prakualifikasi untuk jasa konsultansi (metode evaluasi biaya 
terendah, metode dua sampul) : 

1. Pengumuman prakualifikasi ; 

2. Pengambilan dokumen prakualifikasi ; 

3. Pemasukan dokumen prakualifikasi ; 

4. Evaluasi prakualifikasi ; 

5. Penetapan hasil prakualifikasi ; 

6. Pengumuman hasil prakualifikasi ; 

7. Masa sanggah prakualifikasi ; 

8. Undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek ; 

9. Pengambilan dokumen seleksi umum ; 

10. Penjelasan pekerjaan ; 

11. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan 
perubahaannya ; 

12. Pemasukan penawaran 

13. Pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I) ; 

14. Evaluasi administrasi dan teknis ; 

15. Pengumuman I pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan teknis ; 

16. Undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang lulus 
evaluasi teknis ; 

17. Pembukaan penawaran biaya (sampul II) ; 

18. Evaluasi penawaran biaya ; 

19. Penetapan pemenang ; 

20. Pengumuman pemenang ; 

21. Masa sanggah ; 

22. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang ; 

23. Penunjukan pemenang ; 

24. Penandatanganan kontrak. 
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Paragraf Kedelapan 

Pemasukan Daftar Hitam Perusahaan 

Pasal45 

(1) PP Km dapat mengusulkan peserta lelang pad a waktu proses pemilihan 
penyedia barang/jasa ke dalam daftar hitam perusahaan. 

(2) Penyedia barang/jasa dapat dimasukan ke dalam daftar hitam 
perusahaan apabila : 

a. Mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang ; 

b. Terjadi penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan di 
dalam isian kualifikasi ; 

c. Terbukti terlibat korupsi, kolusi, nepotisme (kkn) serta rekayasa yang 
mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak 
terjadi persaingan yang sehat ; 

d. Terbukti mempengaruhi panitia/pejabat pengadaan yang berwenang 
dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung 
guna memenuhi keinginanya yang bertentangan dengan ketentuan 
dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

e. Terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak sebagai akibat dari 
adanya cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang 
atau jasa. 

(3) Selain dikenakan pada penyedia barang/jasa, daftar hitam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan pada penanggung jawab badan 
usaha. 

(4) Pengenaan daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
dan huruf b berlaku selama 2 (dua) tahun. 

(5) Pengenaan daftar hitam sebagaimana · dimaksud pada ayat (3) huruf c 
berlaku selama 1 (satu) tahun. 

(6) Pengenaan daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
berlaku dalam kesempatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kata 
yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola 

Pasal46 

(1) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, 
dan diawasi sendiri pelaksana swakelola. 
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(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola : 

a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis 
sumber daya manusia pada SKPD yang bersangkutan dan sesuai 
dengan fungsi dan tugas pokok PPKm ; 

b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi 
masyarakat setempat; 

c. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau 
pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa ; 

d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan 
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia 
barang/jasa akan menanggung resiko yang besar ; 

e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau 
penyuluhan ; 

f. Pekerjaan untuk pekerjaan percontohan (pilot project) yang bersifat 
khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum 
dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa ; 

g. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan 
kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan 
sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah 
pemerintah ; 

h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKPD yang bersangkutan. 

(3) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan di lapangan dan pelaporan. 

(4) Swakelola dapat dilaksanakan oleh : 

a. PPKm/PPTK ; 

b. lnstansi pemerintah lain non swadana ; 

c. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. 

(5) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan 
dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada 
PPKm/PPTK. 

(6) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan 
oleh PPKm/PPTK dengan sepengetahuan PA/KPA kepada Walikota. 

· Bagian Keempat 

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Paragraf Pertama 

lsi Kontrak 

Pasal47 

(1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : 
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a. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, 
jabatan, dan alamat ; 

b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas 
mengenai lingkup pekerjaan, jenis dan jumlah barang/jasa yang 
diperjanjikan serta persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan 
terinci ; 

c. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung 
jawab penyedia barang/jasa ; 

d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian ; 

e. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, cara-cara serta syarat-syarat 
pembayaran ; 

f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai 
jadwal waktu penyelesaian/ penyerahan yang pasti serta syarat-syarat 
penyerahannya ; 

g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan I atau 
ketentuan mengenai kelaikan ; 

h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi, termasuk denda, dalam 
hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya ; 

i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak ; 

j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa/force majeur; 

k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi 
kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan dan/atau kegagalan 
konstruksi dan kegagalan bangunan untuk pekerjaan jasa 
pemborongan/konstruksi ; 

I. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja ; 

m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan 
lingkungan ; 

n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan ; 

(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak 
pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang- 
undangan Republik Indonesia. 

Paragraf Kedua 

Jenis Kontrak 

Pasal48 

(1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas : 
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a. Berdasarkan bentuk imbalan : 

1) Lump sum; 

2) Harga satuan ; 

3) Gabungan lump sum dan harga satuan ; 

4) Terima jadi (turn key) ; 

5) Prosentase. 

b. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan : 

1) Tahun tunggal ; 

2) Tahun jamak. 

c. Berdasarkan jumlah Pelaksana Kegiatan : 

1) Kontrak pengadaan tunggal ; 

2) Kontrak pengadaan bersama. 

(2) Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas 
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan 
jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin 
terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung 
oleh penyedia barang/jasa. 

(3) Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas 
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan 
harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan 
dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih 
bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan 
pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar- 
benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. 

(4) Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan adalah kontrak yang 
merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan 
yang diperjanjikan. 

(5) Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan 
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan 
jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, 
peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi 
dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. 

(6) Kontrak prosentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di 
bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana 
konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan 
prosentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan 
terse but. 

(7) Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang 
mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. 
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(8) Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang 
mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 
yang dilakukan atas persetujuan Walikota untuk pengadaan yang dibiayai 
APBD. 

(9) Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu SKPD atau satu 
paket pekerjaan dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk 
menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. 

(10) Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa SKPD atau 
beberapa paket pekerjaan dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk 
menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan 
kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing SKPD dan pendanaan 
bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama. 

Paragraf Ketiga 

Penandatanganan Kontrak 

Pasal49 

(1) Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat 
belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan 
penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa 
menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima prosen) dari 
nilai kontrak kepada PPKm. 

(2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diterbitkan 
oleh bank pemerintah. 

(3) Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. 

(4) Untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima 
juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan 
materai secukupnya. 

(5) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah), sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan 
pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

(6) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPB/J) 
dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 

(7) SPK dan/atau KPB/J sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
dibuat oleh para pihak sesuai dengan standar kontrak sebagaimana yang 
dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota. 

(8) Standar kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah standar 
minimal dalam pembuatan SPK dan/atau KPB/J di lingkungan 
Pemerintah Kota. 
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(9) Kontrak untuk pekerjaan barang I [asa yang bernilai di atas 
Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh 
PPKm setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang 
profesional. 

(10) Sisa pagu anggaran setelah dilelang/tender dapat digunakan untuk 
membiayai program/kegiatan/pekerjaan dalam lingkup program dan 
kegiatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang 
berlaku dan harus mendapat persetujuan : 

a. Sekretaris Daerah Kota, untuk sisa tender sampai dengan 
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; 

b. Walikota, untuk sisa tender diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus [uta 
rupiah). 

Paragraf Keempat 

Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak 

dalam Pelaksanaan Kontrak 

Pasal 50 

(1) Setelah penandatanganan kontrak, PP Km dan PPTK segera melakukan 
pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan 
membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan. 

(2) Pemeriksaan lapangan dapat didampingi pelaksana pengawasan 
teknis/konsultan pengawas. 

(3) Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari PPKm atau 
PPTK. 

(4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian 
atau seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak 
lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada 
penyedia barang/jasa spesialis atas persetujuan PPKm dengan 
ketentuan aturan mengenai sub kontrak sudah tercantum dalam 
kontrak/amandemen kontrak. 

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak dan dapat dilakukan 
pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPKm. 

(6) Sebelum dimulainya pekerjaan fisik penyedia barang/jasa diharuskan 
membuat papan nama proyek/pekerjaan dilokasi kegiatan. 
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Paragraf Kelima 

Pembayaran Uang Muka dan 

Prestasi Pekerjaan 

Pasal51 

(1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang I jasa sebagai 
berikut: 

a. Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh prosen) dari nilai 
kontrak; 

b. Untuk usaha selain usaha kecil setinggi-tingginya 20% (dua puluh 
prosen) dari nilai kontrak. 

(2) Pembayaran prestasi pekerjaan didasarkan pada pencapaian kuantitas 
dan kualitas pekerjaan terpasang di lapangan yang secara administrasi 
dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan berita acara 
pemeriksaan fisik pekerjaan. 

(3) Penilaian prestasi pekerjaan didasarkan pada pencapaian kuantitas dan 
kualitas pekerjaan terpasang di lapangan yang secara administrasi 
dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan berita acara 
pemeriksaan fisik pekerjaan. 

(4) Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dibuat oleh penyedia barang/jasa dengan persetujuan Pelaksana 
Pengawasan Teknis serta diketahui/disetujui oleh PPTK/PPKm. 

(5) Berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, Pelaksana 
Pengawasan Teknis membuat berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan 
yang diketahui oleh PPTK/PPKm. 

(6) Penyedia barang/jasa, Pelaksana Pengawasan Teknis, PPTK, dan PPKm 
bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan kemajuan fisik pekerjaan 
dan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5). 

Paragraf Keenam 

Perubahan Kontrak 

Pasal52 

(1) Perubahan kontrak dapat dilakukan sesuai kesepakatan PPKm dengan 
Penyedia Barang/Jasa dan diketahui oleh PPTK. 

(2) Perubahan kontrak sebagaimana ayat (1) dilakukan apabila terjadi 
perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Paragraf Ketujuh 

Penghentian dan Pemutusan Kontrak 

Pasal53 

(1) Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan 
para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam 
kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang 
saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana 
alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang 
ditetapkan dalam kontrak. 

(2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji 
dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya 
sebagaimana diatur di dalam kontrak. 

(3) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa 
dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa : 

a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik daerah ; 

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang I jasa ; 

c. Membayar denda dan ganti rugi kepada daerah ; 

d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu. 

(4) PPKm dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda 
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia 
barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan. 

(5) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan pengguna 
barang/jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian 
yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam 
kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, 
kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun 
pelaksanaan kontrak. 

(7) Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(8) Dengan adanya pemutusan kontrak yang diakibatkan oleh kelalaian 
penyedia barang/jasa, maka tidak menutup kemungkinan pengenaan 
daftar hitam kepada penyedia barang/jasa untuk jangka waktu tertentu. 
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